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ABSTRAK
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berbasis digital di Polresta Gorontalo Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang yang terdiri dari masyarakat, operator pelayanan SKCK, dan Kaurryamin yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam pelayanan SKCK telah mengalami transformasi dari berbasis manual menuju berbasis sistem digital yang terintegrasi. Keputusan tidak lagi didominasi oleh petugas, melainkan ditentukan oleh sistem aplikasi yang memproses dan memverifikasi data pemohon secara otomatis (system-driven decision). Integrasi data dengan instansi lain meningkatkan objektivitas dan akurasi keputusan, namun kendala teknis seperti gangguan aplikasi dan jaringan serta rendahnya literasi digital masyarakat masih memengaruhi efektivitas pelayanan. Penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik, tetapi juga mengubah mekanisme pengambilan keputusan menjadi berbasis data dan sistem.
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ABSTRACK
Digital-based Police Clearance Certificates (SKCK) at the Gorontalo City Police Department. This study used a qualitative, descriptive approach. Twenty informants were selected purposively, consisting of members of the public, SKCK service operators, and Kaurryamin. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation, with data validity tested using triangulation. Data analysis employed the interactive model developed by Matthew B. Miles and A. Michael Huberman.
[image: ]The results show that decision-making in SKCK services has undergone a transformation from manual to an integrated digital system. Decisions are no longer dominated by officers but are instead determined by an application system that automatically processes and verifies applicant data (system-driven decision-making). Data integration with other agencies improves the objectivity and accuracy of decisions, but technical constraints such as application and network disruptions and low digital literacy among the public still impact service effectiveness. This study confirms that digitalization not only improves the efficiency of public services but also shifts decision-making mechanisms to be data- and system-driven.
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PENDAHULUAN
[image: ]Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam konteks reformasi birokrasi yang menuntut adanya pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kepolisian sebagai salah satu institusi negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK merupakan dokumen resmi yang memiliki fungsi penting dalam berbagai keperluan administratif, seperti melamar pekerjaan, pendaftaran pendidikan, serta kebutuhan lainnya yang mensyaratkan keterangan mengenai catatan kriminal seseorang (Supriyanto & Indrawati, 2022).
Di Polresta Gorontalo Kota, pelayanan SKCK telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Transformasi pelayanan dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi Polri Presisi yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan pengisian data secara mandiri melalui perangkat telepon genggam. Inovasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat serta mempercepat proses pelayanan (Andia et al., 2024).
Namun demikian, perubahan sistem pelayanan dari manual ke digital juga membawa implikasi terhadap mekanisme pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya banyak bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan pemohon kini bergeser menjadi berbasis data digital yang diinput oleh pemohon. Hal ini menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan akurasi data, kesiapan teknologi, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem digital. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses pengambilan keputusan dalam pelayanan SKCK berbasis digital, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut (Cahyono et al., 2023).
Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada efektivitas dan kualitas pelayanan SKCK berbasis digital. Studi-studi terdahulu lebih banyak menekankan pada aspek kepuasan masyarakat, kecepatan layanan, serta efisiensi administrasi, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam sistem pelayanan berbasis digital tersebut.
Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini secara spesifik mengkaji mekanisme pengambilan keputusan dalam pelayanan SKCK berbasis digital, dengan menempatkan data yang diinput oleh pemohon sebagai faktor sentral dalam proses keputusan. Dalam konteks ini, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi pergeseran pola pengambilan keputusan dari model konvensional yang berbasis interaksi langsung menuju model berbasis sistem digital yang bergantung pada validitas data (Cahyono et al., 2023).
[image: ]Selain itu, penelitian ini juga menawarkan temuan baru berupa model pengambilan keputusan berbasis digital dalam pelayanan SKCK, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: (1) input data oleh pemohon melalui aplikasi, (2) verifikasi data oleh petugas melalui sistem kepolisian, dan (3) penetapan keputusan berdasarkan hasil penelusuran catatan kriminal. Model ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan tidak lagi sepenuhnya subjektif, melainkan telah bergeser menjadi lebih objektif dan berbasis sistem.
Dengan demikian, kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berdampak pada efisiensi layanan, tetapi juga mengubah secara fundamental mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi publik, khususnya di lingkungan kepolisian.Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan kebijakan peningkatan sistem pelayanan digital di institusi kepolisian, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji transformasi pengambilan keputusan dalam era digital.
TINJAUAN PUSTAKA
Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi, serta pemilihan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi publik, pengambilan keputusan harus dilakukan secara sistematis dan didasarkan pada prinsip rasionalitas serta akuntabilitas. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada organisasi, tetapi juga pada masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan (Putra et al., 2025).
Pelayanan publik pada dasarnya merupakan bentuk interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak-hak warga negara (Maryati & Sumatra, 2021). Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh efektivitas, efisiensi, serta kemampuan institusi dalam memberikan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam era digital, pelayanan publik mengalami transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan (Suhartono et al., 2025)
Digitalisasi pelayanan publik merupakan suatu inovasi yang memungkinkan proses pelayanan dilakukan secara elektronik, sehingga dapat mengurangi birokrasi yang berbelit serta mempercepat waktu pelayanan. Namun demikian, digitalisasi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta kesiapan sumber daya manusia, baik dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan. Dalam konteks pelayanan SKCK, digitalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menuntut adanya sistem yang stabil dan akurat untuk mendukung proses pengambilan Keputusan (Wardany & Oktariyanda, 2025)
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan dalam pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berbasis digital di Polresta Gorontalo Kota. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
[image: ]Informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang, yang terdiri dari masyarakat yang mengurus SKCK, operator pelayanan SKCK, serta Kaurryanmin (Kepala Urusan Administrasi dan Pelayanan). Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait proses pelayanan SKCK berbasis digital.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi terkait pengalaman dan persepsi informan terhadap proses pengambilan keputusan, observasi digunakan untuk melihat secara langsung alur pelayanan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip dan dokumen terkait.Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, operator, dan Kaurryanmin, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipercaya.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pelayanan SKCK di Polresta Gorontalo Kota telah mengalami transformasi signifikan dari sistem manual menuju sistem berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator, proses awal pengambilan keputusan dimulai dari sistem aplikasi yang secara otomatis memproses data pemohon. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa “langkah awalnya dari sistem, kita akan memverifikasi ulang apakah pemohon sudah melakukan pengajuan SKCK pada aplikasi Polri Presisi dan sudah membayar, SKCK sudah bisa dicetak.” Temuan ini menunjukkan bahwa peran sistem digital menjadi sangat dominan dalam menentukan alur pengambilan keputusan. Dalam perspektif Rational Decision Making Model, kondisi ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi yang terstruktur dan sistematis, di mana keputusan dihasilkan berdasarkan data yang telah tersedia dalam sistem.
[image: ]Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa keputusan dalam penerbitan SKCK sepenuhnya ditentukan oleh sistem digital, dengan peran petugas yang cenderung sebagai verifikator akhir. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan operator bahwa “keputusan dilakukan oleh sistem semua.” Bahkan ketika terdapat data yang meragukan, sistem secara otomatis menentukan kelayakan penerbitan SKCK tanpa intervensi langsung dari petugas, sebagaimana dinyatakan bahwa “kalau data meragukan, aplikasi sendiri yang akan menentukan apakah SKCK bisa dicetak atau tidak.”Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran signifikan dari pola pengambilan keputusan berbasis manusia (human decision) menuju pola berbasis sistem (system-driven decision), yang sekaligus memperkuat kebaruan penelitian bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mengubah struktur otoritas dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem aplikasi telah terintegrasi dengan berbagai instansi, seperti data kependudukan dan catatan hukum. Operator menyatakan bahwa “data dari aplikasi sudah terhubung langsung dengan Dukcapil dan Pengadilan Negeri.” Integrasi ini menjadikan keputusan yang diambil bersifat lebih objektif dan berbasis data yang terverifikasi lintas institusi. Dalam kerangka Rational Decision Making Model, kondisi ini mencerminkan tingkat rasionalitas yang tinggi karena keputusan didasarkan pada data yang valid. Bahkan informan menyebutkan bahwa “belum pernah ada kesalahan data,” yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap sistem digital, meskipun tetap terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi.
Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya keterbatasan dalam sistem digital yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, terutama terkait gangguan aplikasi dan jaringan internet. Operator menyatakan bahwa “kendala utama aplikasi atau jaringan.” Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas dalam pengambilan keputusan tidak sepenuhnya ideal, melainkan dipengaruhi oleh keterbatasan teknis dan kondisi lingkungan. Hal ini sejalan dengan konsep bounded rationality, di mana keputusan yang diambil tidak selalu optimal karena adanya keterbatasan informasi dan faktor eksternal yang memengaruhi proses tersebut.
Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa petugas tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah data dalam sistem. Operator menjelaskan bahwa “petugas jika ingin merubah data pada sistem harus melalui operator yang ada di pusat.” Hal ini menunjukkan bahwa kontrol terhadap sistem bersifat terpusat, sehingga semakin memperkuat dominasi sistem dalam pengambilan keputusan sekaligus mengurangi potensi subjektivitas. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi memperlambat penanganan kasus tertentu yang memerlukan penyesuaian cepat di tingkat lokal.
Dari perspektif pengguna layanan, digitalisasi pelayanan SKCK memberikan dampak positif dalam hal efisiensi dan kemudahan proses. Salah satu informan masyarakat menyatakan bahwa “untuk proses pembuatan SKCK cukup mudah dan cepat, hanya kesulitannya masih banyak masyarakat yang belum tahu cara pengajuan dan alur pendaftarannya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah berhasil meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi digital masyarakat. Dalam perspektif Rational Decision Making Model, kondisi ini menegaskan [image: ]bahwa efektivitas pengambilan keputusan tidak hanya bergantung pada sistem dan data, tetapi juga pada kemampuan pengguna dalam menyediakan input yang benar dan lengkap. Dengan demikian, kualitas keputusan yang dihasilkan oleh sistem sangat dipengaruhi oleh interaksi antara manusia dan teknologi. Temuan ini sekaligus memperkuat bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat sebagai pengguna, sehingga diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar pelayanan berbasis digital dapat berjalan secara optimal.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pelayanan SKCK di Polresta Gorontalo Kota telah mengalami transformasi dari sistem konvensional menuju sistem berbasis digital yang terintegrasi. Pengambilan keputusan tidak lagi didominasi oleh pertimbangan subjektif petugas, melainkan ditentukan oleh sistem aplikasi yang memproses dan memverifikasi data pemohon secara otomatis. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola pengambilan keputusan berbasis manusia (human decision) menuju pola berbasis sistem (system-driven decision), di mana data menjadi faktor utama dalam menentukan keputusan.Integrasi sistem dengan instansi lain seperti data kependudukan dan catatan hukum memperkuat objektivitas dan rasionalitas keputusan yang dihasilkan. Dalam perspektif Rational Decision Making Model, kondisi ini mencerminkan pengambilan keputusan yang berbasis pada informasi yang valid, terstruktur, dan terverifikasi. Namun demikian, rasionalitas tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis seperti gangguan aplikasi dan jaringan internet, serta keterbatasan literasi digital masyarakat yang memengaruhi kualitas input data.
Selain itu, kontrol sistem yang bersifat terpusat membatasi intervensi langsung petugas di tingkat lokal, sehingga di satu sisi mampu mengurangi subjektivitas, namun di sisi lain berpotensi menghambat fleksibilitas dalam penanganan kasus tertentu. Meskipun demikian, digitalisasi pelayanan SKCK terbukti mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan transparansi layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga mengubah secara fundamental mekanisme pengambilan keputusan dalam organisasi publik.
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